BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN PENYEDIAAN DAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk menyusun laporan penyediaan dan pembiayaan

perumahan yang baik dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Penyediaan dan

Pembiayaan Perumahan di Kabupaten Musi Rawas.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3318);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



Menetapkan :

ol

S. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disingkat

Disperkim, adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Musi Rawas.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Musi Rawas, adalah Bidang yang melaksanakan program dan
kegiatan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Stakeholder dalam arti khusus adalah Suatu Komunitas, masyarakat,
kelompok ataupun individu yang memiliki hubungan/minat dan
kepentingan terhadap program pembangunan dan pembiayaan
perumahan.

Penyediaan Perumahan adalah kegiatan pembangunan rumah dengan
ukuran/tipe tertentu yang diselenggarakan oleh badan usaha atau
perorangan untuk kebutuhan tempat tinggal

Pembiayaan Perumahan adalah suatu kegiatan program pembiayaan
pembangunan perumahan yang diterima oleh individu/badan usaha yang
perolehannya melalui pinjaman atau bantuan suatu lembaga.

Backlog Rumah adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibangun
dengan rumah yang di butuhkan masyarakat.

Kredit mikro perumahan adalah program pembiayaan perumahan dengan
bunga rendah yang diperuntukan bagi kelompok komunitas masyarakat.
Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan yang disingkat FLPP,
program kementerian/lembaga dengan bunga rendah yang diperuntukan
perorangan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disingkat MBR, adalah
masyarakat yang penghasilanya dibawah upah minimum regional.
Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan
sekaligus tempat tinggal bagi peserta didik.

Jenis lembaga pendidikan adalah pondok pesantren dan sekolah tingkat
dasar, meneggah pertama, meneggah atas serta perguruan tinggi yang
programnya pemondokkan peserta didiknya.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan
usaha milik Negara, lembaga dan organisasai kemasyarakatan yang
berbadan hukum indonesia yang secara sepesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran

urusan pemerintah daerah.



17. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) adalah Badan dan Lembaga yang hidup dalam
masyarakat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan dan atau penetapan dari instansi
yang berwenang dibidang kegiatan badan dan lembaga dimaksud atau
kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan pelimpahan kewenangan.

18. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis bagi
stakeholder yang menyelenggarakan program penyediaan dan pembiayaan
perumahan di Kabupaten dalam menyusun laporan penyelenggaraan

penyediaan dan pembiayaan perumahan.
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. sebagai acuan bagi stakeholder dalam menyusun laporan penyelenggaraan
penyediaan dan pembiayaan perumahan di Kabupaten;

b. memberikan informasi bagi stakeholder dalam menyusun laporan
penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan perumahan sehingga dapat
mengurangi backlog perumahan dan menurunkan rasio rumah tidak
layak huni di Kabupaten;

c. menciptakan suatu laporan penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan
perumahan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

d. meningkatkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten.

BAB 111
RUANG LINGKUP PENGATURAN
Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. stakeholder yang berkewajiban menyusun laporan penyediaan dan
pembiayaan perumahan;

b. tata cara pelaporan;
pembinaan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.
a /5’



BAB IV
STAKEHOLDER
Pasal 5

Stakeholder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

a. Stakeholder Internal yaitu stakeholder yang berada didalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari OPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Stakeholder Eksternal yaitu stakeholder yang berada diluar lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : Kementerian/ Lembaga
Perusahaan Pengembang Perumahan (developer), Investor/ Perusahaan
skala besar/menengah dan Badan Amal, Zakat, Infaq dan Sadaqoh, yang

berdomilisi di Kabupaten dengan program kegiatan penyediaan

perumahan.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang wajib dilaporkan oleh Stakeholder Internal dan

Stakeholder Eksternal kepada Bupati melalui Disperkim, meliputi:

a. Program penyediaan perumahan, dengan kegiatan :

1) pembangunan rumah tapak atau rumah susun dengan tujuan

Komersil dan disewakan;

2) pembangunan Rumah tapak atau rumah susun dengan tujuan

peruntukan Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Lembaga

Pendidikan serta Karyawan/pekerja; dan

3) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu/RTLH) berupa bantuan

sosial bagi MBR dan Lembaga Pendidikan.
b. Program pembiayaan perumahan, meliputi kegiatan ;

1) pembiayaan kredit perumahan kepada pengembang

perumahan/developer, kelompok masyarakat dan Lembaga

Pendidikan;

2) pembiayaan kredit mikro dan FLPP pembangunan perumahan umum

secara perorangan; dan

3) pembiayaan untuk pembangunan baru rumah dan perbaikan

kualitas rumah yang berupa bantuan sosial/hibah

BAB V
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 7

Tata cara pelaporan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 adalah sebagai berikut :

‘&



Bupati melalui Disperkim menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal mengenai laporan Program
dan Kegiatan yang ada di Stakeholder masing-masing untuk disampaikan
kepada Bupati melaui Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun;

Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal menyampaikan Program
dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui
Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

Bentuk laporan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati
melalui Disperkim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

. Disperkim wajib menyampaikan rekap hasil pelaporan Stakeholder Internal
dan Stakeholder Eksternal yang ada di Kabupaten kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.
Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, |9 NOWEMBER 5018
‘f BUPATI MUBI RAWAS, i/
/7 % H. HENIDRA GUNAWAN
Diundangkan di Muara Beliti 7
pada tanggal, (g HowemBER- 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

UPATEN MUSI RAWAS,

—

EC. PRISKODESI



a. Bupati melalui Disperkim menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal mengenai laporan Program
dan Kegiatan yang ada di Stakeholder masing-masing untuk disampaikan
kepada Bupati melaui Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun;

b. Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal menyampaikan Program
dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui
Disperkim sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

c. Bentuk laporan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati
melalui Disperkim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

d. Disperkim wajib menyampaikan rekap hasil pelaporan Stakeholder Internal
dan Stakeholder Eksternal yang ada di Kabupaten kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.
Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, |9 NowemMBER 2018
BUPATI I RAWAS,
H. HEfND GUNAWAN
Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal, |9 MpyempER. 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

\ o —
EC. PRISKODESI



